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BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 
TAHUN 2019 NOMOR A! SERI F NOMOR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR 

NOMOR 21 TAHUN 2019 

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA 

KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA 

PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA (UKPBJ) 

KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang - a. bahwa pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi

tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai 
peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang 
berkualitas sehingga akan berdampak pada 
peningkatan pelayanan publik dan pengembangan 
perekonomian daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti 

pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan 

bupati;

c. bahwa perlu pengaturan mengenai? Penyusunan 

dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi bagi 

pemilihan Penyedia yang jelas dan komprehensif 

sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif 

dalam pemilihan Penyedia jasa konstruksi;

d. bahwa....../



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir 

tentang Pedoman penyusunan dokumen pemilihan 

pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia pada 

Unit Keija Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) 

Kabupaten Samosir;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten 

Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan 

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

319);

6. Peraturan. /



Menetapkan :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018

tentang Pembentukan Unit Keija Pengadaan 

Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Darah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018

tentang Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jaswa. Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pembentukan Unit Keija Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Samosir 

( Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 

Nomor 7 Seri F Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 

MELALUI PENYEDIA PADA UNIT KERJA PENGADAN BARANG 

JASA (UKPBJ) KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi 

konstruksi dan/atau Pekeijaan Konstruksi.

2. Penyedia /



2. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut 

Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa 

Konstruksi berdasarkan Kontrak.

3. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian 

kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai 

dengan penandatanganan Kontrak.

4. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau

sebagian kegiatan yang meliputi

pengkajian,perencanaan, perancangan, pengawasan dan 

manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan

pembangunan kembali suatu bangunan.

6. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan

oleh Pokja . Pemilihan /Pejabat Pengadaan/Agen

Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang 

harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat UKPBJ adalah unit kerja di 

kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan 

pengadaan barang/jasa.

8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja 

Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan 

oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan 

Penyedia.

9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi.

10. Usaha /



10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari usaha usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kreteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah.

11. Tender adalah Metode pemilihan untuk mendapatkan 

penyedia pekeijaan konstruksi.

12. Harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 

adalah perkiraan harga yang ditetapkan oleh PPK.

13. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Penyedia adalah Pelaku usaha yang menyediakan 

barang/j asa bprdasarkan kontrak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 

penyusunan dokumen pemilihan pengadaan jasa 

konstruksi melalui penyedia pada unit kerja 

pengadaan barang jasa (UKPBJ) Kabupaten 

Samosir.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan 

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi lebih operasional 

dan efektif.

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini diperuntukkan bagi pelaksanaan

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

melalui Tender di lingkungan pemeriRtah Kabupaten 

Samosir yang pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini menjadi acuan bagi Pokja 

Pemilihan di UKPBJ Kabupaten Samosir dalam 

menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui 

penyedia.
Bab III /



BAB IH

TUGAS KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 

Pasal 4

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 8 memiliki tugas dan kewenangan:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan 

Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan 

Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk

metode pemilihan:

1. Tender untuk paket pengadaan Pekeijaan

Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling 

banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah); dan

2. seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi

konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling 

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas 

pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah 

sepanjang beijumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli.

(5) Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh 

Tim Teknis dan Tim Pendukung.

BAB IV

NILAI PAKET USAHA KECIL, USAHA 

MENENGAH DAN USAHA BESAR 

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 5

(1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

(2) Nilai /



(2) Nilai paket Pengadaan Pekeijaan Konstruksi paling banyak 

Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), 

dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali 

untuk paket pekeijaan yang menuntut kemampuan teknis 

yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

Pasal 6

Pemaketan Pekeijaan Konstruksi untuk:

a. Nilai HPS sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 

(dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan 

hanya untuk Penyedia jasa Pekeijaan Konstruksi dengan 

kualifikasi usaha kecil;

b. Nilai HPS di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 

(lima puluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk 

Penyedia j asa Pekeijaan Konstruksi dengan kualifikasi 

usaha menengah; atau

c. Nilai HPS di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa 

Pekeijaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

BAB V

PERSYARATAN TAMBAHAN DALAM 
PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN

Pasal 7

Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang 

standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui 

penyedia pasal 48 ayat (2), persyaratan teknis penawaran 

untuk pekeijaan konstruksi selain huruf a sampai dengan 

huruf f, Pokja Pemilihan pada UKPBJ Kabupaten Samosir 

dapat menambah persyaratan teknis. Persaratan teknis 

tambahan untuk pekeijaan konstruksi dimaksud adalah 

memiliki bukti kepemilikan atau dukungan bahan material 

pekeijaan utama yang dilengkapi dengan Izin Usaha pemberi 

dukungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bab V I ...... /



BAB VI 

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan 

pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SAMOSIR, 
Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan 
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 
TAHUN 2019 NOMOR 3d SERI F NOMOR


